- WALIKOTA SINGKAWANG

~ PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

~  NOMOR 10 TAHUN 2018

. TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LIN GKUN GAN g
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG R o

o Menimbang

y _Mengingat |

' DENGAN RA_HMAT TUHAN YANG"MAH_A ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peratiran
. Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan . dan - -

- -Susunan Perangkat Daerah, pcrlu membentuk Peraturan

 Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis -

. Laboratorium ngkungan pada Dinas ngkungan I-Ildup
. Kota Singkawang;

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang"Undang Dasar Negara Repubhk'
Indone31a Tahun 1945; R -
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 B tentang '

Pembentukan Kota Smgkawang {Lembaran - Negara - |
Republik . Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambaha.n 3

Lembaran Negara Republik Indonesna Nomor 41 19); -

. :..Undang-Undang Nomor. 12 ‘Tahun 2011 tentang.
- Pembentukan Peraturan . Penmdang—Undangan_ .
(Lembaran. Negara Republik Indonesia. Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk '
Indonesia Nomor 5234); _
'Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur |
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik ' Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara'
Republik Indonesia Nomor 5494); . -

Undang-Undang Nomor 23 - Tahun 2014 tentang

' Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhkl o
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran =

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ‘sebagaimana

_ telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 ‘tentang Perubahan Kedua

" Atas Undang-Undang Nomor 23 'I‘ahun 2014 tentang - :



Menetapkan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tcntang o

Pemenntahan Daerah (Iembaran Ncgara chubhk_'

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran o

Negara Repubhk Indonema Nomor 5679) ;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambs.han Lembaran .
Negara Republik Indonesia Nomor 560 1).

Pembinaan dan  Pengawasan Pcnyelcnggaman .

- Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara - Republik -

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran '
- Negara REpulek Indonesia Nomor 6041); '

'- 8; Peraturan - Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang_

Pembentukan dan Susunan Perangkat ‘Daerah

(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor '
4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Smgkawang 51);

9. Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2016 tentang
chudukan Susunan Orgamsasx, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Bcnta Daerah
Kota Smgkawang Tahun 2016 Nomor 50), : S '

MEMUTUSKAN

‘ PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT - |

PELAKSANA TEKNIS LABORATDRIUM LINGKUNGAN PADA

- DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG.

BABT
KETENTUAN UMUM
~ Pasal 1

Dalam Pera.turan ‘Walikota ini yang dimaksud dengan

1.

2.

Daerah adalah Kota Smgkawang

Pemerintah Dacrah adalah Kepala Dacrah scbagal unsur.
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin -

- pelaksanaan urusan pemermtahan ya.ng mcnjadx B

kewenangan daerah otonom.
Walikota adalah Walikota Smgkawang . _. SN
‘Sekretaris .Daerah adalah Sekrel:ans Daerah "Kota

- Singkawang. _
' Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya msebut Dinas

adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang sebagai

- unsur pelaksana urusan pemerintahan lingkungan hidup.
. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas ngkungan Hidup Kota -
- Singkawang. :

Kepala Unit Pelaksana Tekms yang selanjumya dlsebut :

 Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana = Teknis

Laboratorium ngkungan pada Dinas ngk:ungan Hldup'_- s

| Kota Smgkawang



8. Umt Pclaksana Teknis Dinas yang sclanjumya disebut UPT
‘adalah unsur pelaksana keglatan tekms operasional -
dan/atau kegiatan teknis  penunjang - pada Dinas -
Lingkungan Hidup Kota Smgkawang ) |

9. Aparatur Slpll Negara yang . selanjumya dzsmgkat ASN
adalah profesi bagi pegawal negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang beket:]a. pada
instansi pemerintah. -

10, Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sckclompok jabatan tinggi
di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang. - "

- 11.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik
serta administrasi pemerintahan dan pembangunan,

12. Jabatan fungsional adalah sekolompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional
yang berdasarkan pada keahhan dan keterampilan
tertentu. : . - '

- BAB II .

PEMBENTUKAN

Pasa12 o

Dengan Peraturan Walikota ml, dibentuk UPT Laboratonum

ngkungan Kelas A.
_BAB -

KEDUDUKAN
| - Pagal3 -
(1) UPT adalah unsur pelaksana keglatan teknis- opcrasmnal- -
dan/ atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas. o
(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada kepala Dinas .
BABIV -
SUSUNAN ORGANISASI

o - Pasal 4
(1) Susunan Orgamsasx UPI‘ terdiri atas
a. Kepala UPT; S
b. Subbagian Tata Usaha dan

c¢. Kelompok Jabatan Fungsional.

_ (2) Struktur Organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam
- Lampiran yang merupakan bhagian tidak terpisahkan dari
Peratm'an Walikota ini. © ' L .

' "BABV .

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala UPT
Pasal 5

- UPT | sebagalmana dimaksud dalam Pasal’ 3 ayat (1)
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional
- dan/atau keglatan teknis ~ penunjang dinas di bidang

pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dan

melaksanakan penyusunan SOP laboratonum lingkungan.



Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dunaksud dalam

Pasal 5, UP’I‘mempunyal fungsi:

a. penyusunan rcncana, program dan pelaporan pclaksanaan

- kegiatan UPT; '

b. pengoordmasxan pelakaanaan kegmtan UPT dengan unit -
kerja terkait;

c. pelaksanaan pengambﬁan perlakuan, transportasi dan
penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;

d. pelaksanaan preparasx pengujian -dan analisis pa.rameter
kualitas lingkungan;

c. pelaksanaan validasi metode pengambilan contoh uji dan

pengujian parameter kualitas lingkungan, validasi klaim
ketidakpastian pengujian; .
f. pelaksanaan perawatan dan  kalibrasi = peralatan
~ laboratorium lingkungan; ‘_ B

g. pelaksanaan pekerjaan pembuatan model  simulasi
pengendalian pencemaran lingkungan; :

h. -pembenan layanan informasi kualitas lingkungan ludup
tingkat tapak; |

i. pelaksanaan inventarisasi sumber-sumber emisi/ eﬂuen di
daerah tapak;

j. pemberian bantuan dalam melaksanakan pengawasan
terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data
lain;

k. pelaksanaan dan menjaga komitmen mana_]emen mutu

~ sesuai rchstram sertifikasi akreditasi,

L pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu
laboratorium,

m. penanganan penga.duan hasil pengujian;

n. pelaksanaan administrasi UPT; dan

0. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Kepala UPT sebagalmana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf a mempunyai tugas memimpin, membina,
mengoordinasikan, memfasiitasi, menyelenggarakan,
mengawasi dan mengendalikan kegiatan laboratorium
lingkungan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 8-

(1) Subbagla.n Tata Usaha sebagalmana dunaksud dalam
- Pasal 4 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah Kepala

UPT.
(2} Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian
Tata Usaha yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT.



Pasal 9

Subbag1an Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

ayat {1) melaksanakan tugas dalam pelaya.nan ‘administratif

o - Pasal 10 . '

Untuk melaksanakan tugas scbagamana d:maksud daiam.

- Pasal 9, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi : _

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha UPT

b. pengoordinasian pelaksanaan keglatan pada Subbagian
Tata Usaha UPT;

c. penyelenggaraan tugas dan pelayanan administratif
meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian,
pengelolaan aset, penyusunan program, evaluasi dan
pelaporan, pengelolaan keuangan, rumah tangga,
kearsipan, tata persuratan, kehumasan, organisasi dan

. tatalaksana dan urusan umum lainnya. . .

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT

 sesuai dengan tugas dan fungsinya. I

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional
' Pasal 11 '

: Kelompok Jabatan F‘uxigsmnal sebagamana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf ¢ mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas teknis tertentu pada UPT sesuai dcngan bidang. -

keahlian dan keterampilannya.
Pasal 12
(1) Kelnmpok jabatan fungsional sebagmmana dimaksud

- dalam Pasal 11 terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil
dalam jenjang jabatan fungsional/tenaga @ fungsional
berdasarkan bidang keahlian, keterampﬂan spesialisasi
tertentu yang dibutuhkan sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku.

2) Kclompok Jabatan fungsional sebagaimana yang dlmaksud_ :
pada ayat (1) dikoordinir oleh scorang tenaga fungsional
senior - yang ditunjuk, berkedudukan di bawah dan

- bertanggung]awab kepada Kepala UPT, o
(3) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang Jabatan-_

: fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Peraturan Walikota - berdasarkan

kcbutuhan melalui analisis jabatan.
BABVI

'_ 'PATA KERJA DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu -
Tata Kerja

| ' Pasal 13 ' '

(1) Kepala U?T dalam melaksanakan tugas menerapkan
prinsip koordinasi, mtegram, dan smkromsam dengan yang

~ dipimpinnya. .

(2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas mcnerapkan
s;stcm pengendahan mternal __ '



: (3) Kepala UPT bertanggungjawab méninnpm
mengkoordinasikan dan memberikan pengarahan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(4) Kepala UPT dalam melaksanakan fugas melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi d1

bawahnya. |
(5) Kepala UPT dapat menunjuk koordinator sesuai dengan.

kebutuhan guna kelancaran tugas melalui Surat

Keputusan Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Pelaporan
| Pasal 14 : _.

(1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
tugasnya sccara periodik maupun sewaktu-wakiu: dan

~ tepat waktu kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala UPT wajib menyampmkan laporan akuntabilitas
kinerja instansi kepada Kepala Dinas tepat waktu yang
disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang
‘berlaku,

(3) Setiap unsur Pimpinan unit kerja di lingkungan UPT wajib
mematuhi kebijakan dan pedoman kerja yang diberikan
sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-
waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. R

(4) Setiap Pimpinan unit kerja di lingkungan UPT wajib
memperhatikan dan mengolah laporan yang diterima dari

* bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi
dan bahan pertimbangan dalam memberikan kebgakan
kerja bagi bawahan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 15

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah (APBD) dan

sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIil
KEPEGAWAIAN
: ~ Pasal 16
(1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari
PNS yang mememihi persyaratan sesuai ketentuan '
peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala UPT, Kepala Subbsagian, pegawai pada jabatan
fungsional dan jabatan pelaksana diangkat dan
diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dari Pegawal

Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai _kctentuan -

peraturan perundang—undangan yang berlaku.

(3) Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas, Jabatan_
F‘ungsmnal dan Jabatan Pelaksana harus memperhatlkan



syarat _]abatan dan kompetens: _]abatan sesum peraturan o

| -~ perundang-undangan.
 '(4) Syarat jabatan untuk tiap Jabatan Pengawas Jabatan
. Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditetapkan dengan
Peraturan Walikota yang dirnunuskan oleh satuan kerja
. yang bertanggung jawab di bidang organisasi. :
~ {5) Kepala Subbagian diutamaken dijabat oleh personil yang '
memiliki latar belakang pendidikan di bidang administrasi-
dan/atau  memiliki kemampuan, pengetahuan dan
pengalaman kerja di bidang administrasi. -
(6) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier

pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam -

suatu jabatan struktural maksimal 5 (lima} tahun.

(7) Formasi Pegawai Negeri Sipil Dinas disusun berdasarkan
analisis beban kelja dengan memperhatikan sifat dan jenis
pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan
yang tersedia.

(8) Formasi sebagmmana dimaksud pada ayat {7) setiap tahun
d.ttetapkan oleh Walikota.

BAB IX

JABATAN
Pasal 17

(1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IVa atau :

jabatan pengawas. :
{2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan
struktural eselon IVb atau jabatan pengawas. -
(3) Staf Pelaksana pelayanan publik serta adnnmstras1
pemerintahan dan pembangunan merupakan Jabatan
Pelaksana. o
: BABX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

(1) Kepala UP’I‘ wajib memberikan dukungan dan kmjasama :
yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta
memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang
dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab di

- bidang organisasi.

(2) Evaluasi kinerja UPT dilakukan setiap tahun sekali di
bawah koordinasi Kepala Dinas yang secara teknis
operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung
jawab di bidang evaluasi dan pelaporan kinerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah.

(3) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi Kepa]a UPT
menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-masing
berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

(4} Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan UPT, maka
unit kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi
berkewajiban melakukan evaluasi beban kerja setiap
pemegang jabatan melalui observasi (activily sampling)
secara periodik.



 BABXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Wahkota ini mulal berlaku pada tanggal
dlundangkan

- Agar setiap orang dapat 'mengetahumya .'memenntahkan -
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berlta Daerah Kota Smgkawang

. Ditetapkan di SingkaWang
pada tanggal 16 Maret 2018
- WALIKOTA SINGKAWANG,

- ttd - _
 TJHAI CHUI MIE

Diundah_gkan di Singkawang
pada tanggal 19 Maret 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
| o td :
BUJANG SYUKRIE

. BERITA DAERAH KOTA SI_NGKAWANG TAHUN 2018 NOMOR 9

Sa_hnan sesuai dengan ashnya
KEPALA BAGIAN HUKUM

“ YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004
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TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YASMALIZAR, SH
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